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Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) baru-baru ini telah
menerbitkan peraturan terbaru yang bertujuan untuk memperkuat regulasi
perdagangan aset kripto di Indonesia.

Menurut keterangan resmi pada Rabu (16/10/2024), Bappebti telah mengeluarkan
Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024, yang secara khusus menekankan
pengaturan pendaftaran Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK), peningkatan
perlindungan konsumen, serta pengawasan transaksi. Regulasi ini merevisi
beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8
Tahun 2021.

Baca juga: Bappebti Bentuk Komite Aset Kripto Indonesia

Perpanjangan Batas Waktu untuk Proses Pendaftaran PFAK

Salah satu fokus utama dari peraturan ini adalah memberikan panduan yang lebih
jelas terkait proses pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK), di mana
setiap CPFAK diwajibkan menjadi anggota dari Bursa Berjangka Kripto dan
Lembaga Kliring Berjangka Kripto yang telah mendapat persetujuan resmi.

Bagi exchanger kripto yang telah memperoleh tanda daftar CPFAK, mereka waijib
mengajukan permohonan persetujuan sebagai PFAK kepada Kepala Bappebti
paling lambat satu bulan setelah menjadi anggota Bursa Berjangka Kripto dan
Lembaga Kliring Berjangka Kripto.

Adapun, CPFAK yang belum mendapatkan keanggotaan dari Bursa Berjangka
Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka Kripto, maka status keanggotaan mereka
harus dipenuhi dalam waktu tujuh hari sejak aturan Bappebti berlaku, artinya dari 16
Oktober hingga 23 Oktober 2024. Bappebti juga memperpanjang batas waktu bagi
CPFAK untuk menjadi PFAK hingga 23 November 2024.

Baca juga: 5 Kebiasaan Investor Kripto Indonesia yang Perlu Kamu Tahu!

Lebih lanjut, exchanger yang telah terdaftar sebelum diberlakukannya peraturan ini
diwajibkan menyesuaikan diri dengan ketentuan terbaru dalam waktu enam bulan.
Jika tidak aktif memfasilitasi transaksi perdagangan selama tiga bulan, Bappebti
berhak membatalkan tanda daftar mereka.

Ini mengubah peraturan sebelumnya, di mana CPFAK diwajibkan berstatus sebagai
PFAK paling lambat 16 Oktober 2024. Namun hingga tenggat waktu tersebut, hanya
ada enam exchanger kripto yang telah memenuhi syarat sebagai PFAK, termasuk
PT Pintu Kemana Saja (PINTU), PT Bumi Santosa Cemerlang (Pluang), PT Aset
Digital Berkat (Tokocrypto), PT Kagum Teknologi Indonesia (Ajaib Kripto), PT Tiga
Inti Utama (Triv), dan PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax).

Baca juga: Bappebti dan Pelaku Industri Kompak Minta Pajak Kripto Dievaluasi

Pengawasan Perdagangan Kripto yang Lebih Ketat

Peraturan baru ini juga menekankan pentingnya penerapan sistem pengawasan
dan pelaporan transaksi kripto secara real-time oleh Bursa Berjangka Kripto.
Sistem ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi
masyarakat serta pelaku industri kripto di Indonesia.

Dalam keterangan resmi, Kepala Bappebti, Kasan, menyampaikan bahwa akses
langsung Bappebti terhadap sistem pengawasan ini akan meningkatkan
transparansi dan keamanan dalam perdagangan aset kripto.

“Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat,
sekaligus memberikan ruang bagi inovasi di sektor aset kripto,” ujar Kasan.

Selain itu, Bursa Berjangka Kripto diwajibkan melakukan evaluasi berkala terhadap
aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik, tidak hanya dari segi jenis aset,
tetapi juga kemungkinan penambahan atau pengurangan jenis aset yang

diper Langkah ini dil 1 bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar
dan melindungi pelaku usaha dari risiko yang tidak diinginkan.

Lembaga Kliring Berjangka juga memiliki peran sentral dalam mengawasi dana
pelanggan, di mana dana yang disimpan di rekening terpisah diawasi secara ketat
untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan.

Di antara kewajiban lainnya, lembaga ini juga bertanggung jawab atas penyelesaian
transaksi perdagangan fisik aset kripto, sehingga diharapkan dapat memberikan
jaminan lebih bagi pelanggan dan pelaku industri.



http://www.tcpdf.org

